
SALIN AN 

BUPATI BENGKUW UTARA 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENT ANG 

TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKULU UTARA, 

Menimbang: bahwa untuk me1aksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasa1 8 
ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 
20 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Retribusi Pengendahan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 7 Tahun 2018 tenta.ng Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekornunikasi, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentan-g Tarif dan Besaran 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 1956 Nomor SS}, Undang 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(I..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



s. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 
Nomor 5), {Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2020 Nomor 3); 



12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas 
Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tipe C 
(Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 
56); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN BESARAN 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
TAHUN 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara. 
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bengkulu Utara. 
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan U saha 
Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik 
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan a tau penerimaan 
dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara 
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik 
lainnya. 

10. Pengendalian menara telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, 
pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, 
keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan 
timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan 
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan urnurn. 



b merniliki, 11. Penyedia menara adalah badan usaha yang mem angun, 
menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan 
bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 

12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang 
untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk 
konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. 

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yg 
terutang. 

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi karena yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

18. Surat Tagihan Rertibusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan/ atau denda. 

19. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP, adalah bukti 
pembayaran yang sah atas pajak yang telah disetor. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data 
objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai 
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya. 

22. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan 
sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan 
retribusi. 

23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 

TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 2 
( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan : 

a. jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi 
selama 1 (satu) tahun; 



b. faktor Jarak Tempuh yang digambarkan dengan Indeks Variabel Jarak 
Tempuh; dan 

c. faktor Jenis Konstruksi Menara yang digambarkan dengan Indeks Variabel 
Jenis Konstruksi Menara. 

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
sebanyak: 
a. 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, untuk menara telekomunikasi yang 

berada di Kecamatan Enggano; dan 
b. 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun, untuk menara telekomunikasi yang 

berada di Kecamatan selain Kecamatan Enggano. 
(3) Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

ditetapkan sebagai berikut : 
a. jarak Tempuh <50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari Kantor Dinas 

Komunikasi dan Informatika, sebesar 0,9 (nol koma sembilan); 
b. jarak Tempuh 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo 

meter dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, sebesar 1 (satu) ; 
dan 

c. jarak Tempuh > 100 (lebih dari seratus) kilo meter dari Kantor Dinas 
Komunikasi dan Informatika, sebesar 1, 1 ( satu koma satu). 

(4) Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf c ditetapkan sebagai berikut : 
a. menara Pole atau Tiang Pancang 1 (satu) kaki, sebesar 0,9 (nol koma 

sembilan); 
b. menara 3 (tiga) kaki, sebesar 1 (satu); dan 
c. menara 4 (empat) kaki, sebesar 1, 1 (satu koma satu). 

Pasal 3 

(1) Untuk 1 (satu) kali kunjungan dalam rangka pengendalian menara 
telekomunikasi yang berada di Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan : jumlah 
petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara 
telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) 
buah sepeda motor, waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari, menginap 2 (dua) 
malam di dalarn angkutan penyeberangan (kapal), transportasi dari Bengkulu 
ke Pulau Enggano pergi pulang menggunakan angkutan penyeberangan 
(kapal), dan jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 3 
(tiga) buah. 

(2) Untuk 1 (satu) kali kunjungan dalam rangka pengendalian menara 
telekomunikasi yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Enggano 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan 
ketentuan: 

a. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak < 
50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan 
Informatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) 
orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga 
administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan 
selama 1 (satu) hari, tanpa menginap, dan jumlah menara telekomunikasi 
yang dapat dikunjungi sebanyak 2 (dua) buah; 

b. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak 50 
(lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 (seratus) kilo meter dari kantor 
Dinas Komunikasi dan Informatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) 
orang terdiri dari 2 (dua) orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) 



orang tenaga administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, 
waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari, menginap 1 (satu) malam, dan 
jumlah menara telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 3 (tiga) 
buah;dan 

c. untuk menara telekomunikasi yang berada di kecamatan yang berjarak > 
100 (lebih dari seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan 
Infonnatika : jumlah petugas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) 
orang teknisi menara telekomunikasi dan 1 (satu) orang tenaga 
administrasi, menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, waktu pelaksanaan 
selama 3 (tiga) hari, menginap 2 (dua) malam, dan jumlah menara 
telekomunikasi yang dapat dikunjungi sebanyak 4 (empat) buah. 

(3) Kecamatan yang berjarak < 50 (kurang dari lima puluh) kilo meter dari kantor 
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a terdiri dari wilayah: Kecamatan Kota Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya, 
Kecamatan Air Besi, Kecamatan Air Padang, Kecamatan Tanjung Agung Palik, 
Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Lais, Kecamatan 
Kerkap, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Air Napal, dan Kecamatan 
Batiknau. 

( 4) Kecamatan yang berjarak 50 (lima puluh) kilo meter sampai dengan 100 
(seratus) kilo meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 
wilayah Kecamatan Ketahun. 

(5) Kecamatan yang berjarak > 100 (lebih dari seratus) kilo meter dari kantor 
Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari wilayah : Kecamatan Ulok 
Kupai, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Marga 
Sakti Sebelat, dan Kecamatan Pinang Raya. 

(6) Wilayah Kecamatan Enggano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikelompokan dalam Kecamatan yang berjarak > 100 (lebih dari seratus) kilo 
meter dari kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. 

BAB III 

T ARIF RETRIBUSI 

Pasal 4 

( 1) Tarif retribusi ditetapkan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengendalian 
menara telekomunikasi. 

(2) Biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung 
dengan kegiatan pengendalian menara telekomunikasi. 

(3) Biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengendalian 
menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 
a. uang harian; 
b. biaya transport per sepeda motor pergi pulang, termasuk biaya angkutan 

penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang; 
c. biaya penginapan; dan 
d. biaya alat tulis kantor. 

(4) Uang harian dan biaya transport per sepeda motor pergi pulang, termasuk 
biaya angkutan penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b besarannya 
berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2022. 



(5) Biaya transport ke Pulau Enggano dihitung berdasarkan biaya transport dari 
Arga Makmur ke Kota Bengkulu pergi pulang ditambah biaya angkutan 
penyeberangan (kapal) ke Pulau Enggano pergi pulang untuk penyeberangan 
sepeda motor dan petugas. 

{6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf c diasumsikan 
sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per malam. 

(7) Biaya alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
diasumsikan sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 
(satu) kali pelaksanaan pengendalian menara telekomunikasi. 

(8) Penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan 
sebanyak 1 (satu) kali kunjungan per menara telekomunikasi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(1) Berdasarkan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap 
kecamatan sebanyak 1 ( satu) kali kunjungan per menara telekomunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {8) dapat dilakukan penghitungan 
keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap kecamatan sesuai jumlah 
kunjungan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) untuk seluruh menara telekomunikasi yang ada di tiap-tiap kecamatan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Berdasarkan penghitungan keperluan biaya pengendalian untuk tiap-tiap 
kecamatan sesuai jumlah kunjungan selama 1 (satu) tahun untuk seluruh 
menara telekomunikasi yang ada di tiap-tiap kecamatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tarif retribusi sebesar Rp 1.091.000,00 
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) per tahun. 

BAB IV 
BESARAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

Pasal 6 

( 1) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun merupakan 
perkalian antara indeks variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (3), indeks variabel jenis konstruksi menara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2). 

(2) Besaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun berdasarkan 
indeks variabel jarak tempuh, indeks variabel jenis konstruksi menara, dan 
tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) sebagaimana tercantum 
dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABV 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 7 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. 
(2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau 

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2°/o 
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 



(3) Format SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 8 

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat diterbitkannya 
SKRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran. 
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan awal 

tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 
(tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, Wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informatika. 

(6) Penyetoran retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan 
menggunakan SSRD dalam rangkap 5 (lima) dan Wajib Retribusi 
mendapatkan bukti TBP. 

(7) Bentuk dan format SSRD serta TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
tercantum dalam lampiran VI dan lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

BAB VII 

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 9 

( 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan 
retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang ada alasan yang jelas sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. 

(4) Ketentuan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan sebagai 
berikut: 
a. menerima surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusi; 
b. meneliti kelengkapan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dan setelah dilakukan penelitian kembali dan apabila perlu 
dilakukan pemeriksaan lapangan; 

c. menyampaikan laporan hasil penelitian dan pertimbangan apakah 
permohonan tersebut diterima atau tidak kepada Bupati; 

d. penerbitan keputusan, baik permohonan dimaksud diterima atau ditolak; 
dan 

e. penyampaian keputusan kepada Wajib Retribusi. 



BAB VIII 

KEBERATAN 

Pasal 10 

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas 
Komunikasi dan Inforrnatika. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan 
alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat 
menunjukkan bahwa waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah 
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan 
pelaksanaan penagihan retribusi. 

BAB IX 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasal 11 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
perrnohonan pengembalian kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan 
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2°/o (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. 

(7) Bentuk dan format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum 
dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BABX 

KEDALUW ARSA PENAGIHAN 

Pasal 12 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 
kecualijika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 



(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
tertangguh jika : 
a. diterbitkan surat teguran; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat 
teguran tersebut. 

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah 
daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Retribusi. 

Pasal 13 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

BAB XI 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 14 

( 1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

(2) Untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 
<:» pada ayat { 1) Bupati menunjuk Dinas Komunikasi dan Informatika. 

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian, dengan kegiatan 
meliputi; 
a. sosialisasi informasi peraturan-peraturan mengenai telekomunikasi dan 

menara telekomunikasi kepada instansi terkait, masyarakat dan 
penyelenggara menara telekomunikasi; 

b. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan 
dengan pengoperasian menara telekomunikasi baik permasalahan yang 
bersifat teknis maupun sosial dalam masyarakat; 

c. pendataan menara telekomunikasi dan; 
d. koordinasi dengan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, 

instansi/lembaga lainnya dan penyelenggara menara telekomunikasi 
apabila terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan menara 
telekomunikasi. 



BAB XII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 15 

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mernbayar tepat pada waktunya atau kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2°/o (dua 
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikenakan sanksi pencabutan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENU'fUP 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 17 Juni 2022 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

MIAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 17 Juni 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, 
ttd 

HARYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 16 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utar 

ZULKARNAIN 
Pembina Utama Mud.a (IV/ c) 
NIP. 196407051988031010 
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� 

NAMA 

NPWRU 

TANGGAL JA1UH TEMPO 

LAMPIRAN lV : PERAT\JRAN BUPATl BENGKIJLU UTARA 
NOMOR 16 TAHUN 2022 
TENfANG TARJF DAN BESARAN RETRIBUSI 
l'Ell{OENDALIAfl{ ldEN.t\RA 'l'ELEK.Q.M.Ul'«KA.Sl 

PEMER.llff"AH KABtJPATEII BElfGKULU UTARA 
DINAS KOMUNIKASI DAN RIFORMATIKA 

JL Jeudm:al .Su<linnan No, "!(> Arga .Makmllr 3861 i 
,"!'f>!;� ,.t,_ny,f.fbeost<ulu"'""'Js,,b,so-.'!! ,,hn,cJ/--.,ur.r.i,.nsl<>!"''�'oil 
=w1 ,�utMab-idfacebook, Om..Koomfo(Be,,jlnduU""") 
�:�1at;l".DUf�:�JKI 

No. 

SURAT KETETAPAl'f RETRIBUSI DAERAH 
(SKRJlJ 

TAHilli 

NO. IJRAfAN R"E'l'RJBUSI OAERAH JU MLl\l{ I l<nl 

Pa'b:atian : 
l. Hamp penyerm"lln dHalrukrul m&,Jtri Betidah&ra � Diw>s Koml1llilalfti D8ll ltooffllatika Kab. �glrulu Utara atau Kas Daetah 
(Bank Bengkulu Cabang Arp Mekmw1 dengaa m=gguna]<an Tanda Bukti �amn (IBP) St<RD i.ni 

2. Apebila Sl...lU> in.i bd<lk a4au ku,aeg d:ibay>u-lewat walm> l"'Wlif ..,._30 {up jMlluh> ban selHlh SKRD imdill!moa d.ikc:Baka& -.ksi 
ladmir>lsl ...... i ��� � pe,l>..i...;. dao:ilmribi;w� � 

Arga Makmur, 

Slum ll'il Dl'l'ERBfl'KAN/D!TETAPKAN RANGKAP 1 

Kateranpn : 

Lcmbru- ke-1 Putlh Untuk Objdc rctribusi 

Lembar-kc-2 M<:r-lrk Urttttk 0c!ldahara ITncrim,r 

Lembar ke-3 Kuning Untuk BAPENDA 

Lembe.r ke-1 Hijau Untuk A.rsip 

Aepala Dinas KamllllikBsi dnn lnRmnstikn 

Kabupruen Bcnglrulu Utara 

••n•••••••••••••-•,,.,•••••••••••••·•••.-•·•�•·••• 

N1P . 

Nomor Ketctapan : 

ftPWRO 
tlama 
Alamat 
Jum.lah yang dibayat 
Kf!lerangen Penerime. 

: }q>; ··---··--··- 

Arga Malunur,. . 
Pencrima 

( ) 

SalineD Sesuai � As.Im;.> 
KEPA.LA BJ.OJ.AN HUKUM 

� 
ZUI.,KARNAlN 

Pembina UtamaMuda (N/c) 
NlP.196407051988031010 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

MlAN 



.LAMPI.RAN V, PERAT.URAN .BUOO'f BENGlillLU UTARA 
NOMOR 16 'l'AHUN 2022 
'l'E]'l'f.ANG l'ARW OAR SESARAN RETRJBUSI 
PENGENOAUAN MENA.RA TELEKOMUNl](/ISI 

�AR KABtlJ>ATD BDOXtJW VTARA 
DINAS KOKUllIKASI DAN INFORMATIKA 

Jl. J.en(kr.JJ_ Sa.dum.a:a N<l. 4'6 Atga Maklnnr 3861 I 
--·h».r<flb..,,,JmL·- w...-,httpcfl--....,.-.,....-_ar 
em.ml!d.d . @;Pdu11tm:ekPr,.,.-Mecebcc+::DmMKaa6mo�Ot.u.e) 
�:�.bum,:ra.,-:�r.-_J:RJ 

SURAT TAOiHAB RE'tRIBUst DAERAH fSTRD) 

NPWRD 

Ptriocian Retribmtl Terntang 

NO. JEl'ilS RE'l'RIBUSl 

JUM!Atl YANG t!ARUS OIBA YAR 'l 

POKOK(Rp) 
SANh"SI ADMTNTSTRASJ 

(2%) (Rp) 
JUMIAH (Rp) 

'l Sank•i administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan 

ITanggal 
Jatuh Tempo I· ... Tempa! Pembeyaran 

Periutttut, 
sura1 'J'bs!l>.,n Remoo..; D<>emll ($!'RD} ioi i-,,, .. .i;i.,.,,-, -· i:..mn ...,.i,,.i.. � � 

�Makmur, 
SKRD 00 OITERBITKAII/O!TE'l'A.Pf(Aff RlOfGKAp·4 

-..ga,,, �-·--Objok- 
Lembar ke-2 hlttah Unrul< Bendaluu1 Penerima. 

� ke.3 Kunmg Untul< BAPP!i!/D/1 

Lembar k&-4 HlJ;w Untuk Anip 

NPWRD 

Nama 

Kep:,la Dines Komunikasr dan lnformatika 

Kabupaten �Jo 1Jt:Bt1! 

NlP . 

Al'l!1l Makmur, - ..•........... 
Pencrima 

( . .. ) 

R,mbi,e.a Utam;> Mndai_W/<Jj 
NIP. 196407051988031010 

BUPATI BEPIGKULU lITARA, 

ltd 



LAMPIRAN VI; PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 16 TAHUN2022 
TENfANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSJ 
PENGE?'-c'Tu\LIAN MEN-ARA. TELEKOMUNIKASI 

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Jl. Jeneerai �udtrman No. % J\Fga Makmlff 38t> l I 
...i.s;,., h"f'"./�.go.id, t,ttp;//mocna..,...,.bet,gl<uluu-.go.id 
emoll·��;.i-..,i., t>lna.a!O"nlull>�\).lanj 
�:�Wt'.bu�:'Mi:!d�_tft> 

No. 

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

BANK 

NOMOR REK.ENING 

filRAP DlTERIMA. Ut\NO SEBESAR 

(_DENGAN HURUF) 

Denaan rincian sebagai berilrut : 

: ( ) 

{ ) 

( ) 

NO. KODE REKENI-NG U.RAIAN JUMLAH {Rp} 

Uang tersebut diterima pada tanggal . 

Kepala Dinas Komunikasi dan Infonnatika 
Kabupaten Benglrulu Utara 
� /tugg.m,;n 

•••••••• .. •••••••••••.,•u••••••>•••••"•._•.,•••••"• 

NIP .. 

Catatan: 
� J!e.-1 P»ub \.l-ntulo Q!>jtl< � 
Lembarh-2 Merab Uatuk !l<,odabam Penerima 
Lcmbarke-3 Kuning Unblk BAPENDA 
Lembar ke-4 Hijau U ntuk Arsip 

Pembina. Utama Muda (£V/c) 
NIP. 196407051988031010 

Alga Ma.kmur, 
Bendahara Penerimaan 

......... , . 
NIP . 

BU.PAT! BENGKUW UTARA, 

ttd 

MIAN 



LAMPIRAN vn : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 16 TAHUN 2022 
TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRIBUSI 
PENGE-NOAlJ.Af'I MENA&\ T�-U�KQMlJNIMSl 
1'.AHUN 2022 

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA 
DINAS KOMUlflKASI DAN 11'FORMATJKA 

JL Jenderal Sudirman .No. 46 Arga .Makmllr ::IBol l 
�-: lilrp://t>eng1tu1uufiinilw>.g;,.if. !i<rp:l/uic<liao,,m,r.bengl(i,luuw,i.lea:6.g<>-i<f 
email: d�!uutmalwh.go.idm=book, Dinas Komit1fo(Beni1kulu Utaraj 

�: mediaeentcr.bu lffJiHer: �_jl{J 

No. 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI {TBP) 

Nama W .eiiP Ret;ribll§l 

NPWP 
Alamat W aj-ib Retribusi 

Kefurahan I Desa 

Kabupaten 

Menyetor berdasarkan 

• • • • • , • • I • .• • • • • • • • • ' • I I l ' t .• .• • • • • • ,• II' • .• • .• .• ,• � I • • t • !' .• .• l' f ." • I' • .I I , I • .• .• -" ' ' I 

................................................................... 

...................................................................... 

Rt f RW : Kecamatan : . 

No 

Ta1rilaJI& : 

Kode Rekeoing 

Jumlah Seton.a Ret:ribusl 

Diterima Oleh : 
BENDAHARA PENERIMAAN 

····································· 
Nama leogkap dan Cap 

L �AJN 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196407051988031010 

Arga Makmur, 
WA.JIB REl'RIBUSl / PENYETOR 

······ ...........•. ··�···-· . 
Nama Lengkap dan tanda tangan 

BUPATI BENGKUW UTARA, 

ttd 

M1AN 



LAMPLRA1'i Vlll PERA'l'U'RAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 16 TAHUN 2022 
TENTANG TARIF DAN BESARAN RETRJBUSI 
PEMG£NDALIAN MENARA 't'E.LEKO.MU!UKASI 
'l'AHUN2022 

P:&r.mRllfTMI KalfflPA"l'M BDGHUJ,U VT-ARA 
DINAS KOMUNIKASI DAl'i INFORMATIKA 

,II- T¢[l<(¢rol 1S"wm«k1!!. (;(I. 't\l /14« �t!f �H _ ....-, ..... 11-....- ... ..r.&tt,,·l/- .. -fuut ... -..,;d 
clDd dit · f@II ;,-tnut•.iaah�:·D.aa.lccaiP:fl:r.�Uw� 
���er.lla.DftUft'��J5U 

No. 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAM LEBIH BAYAR {SKRDLBl 
BOMOK: · · · · · · · · · 

1 Nama Wajib Rc:tribusi 
------------------------------------------------------ 

2 Alamat 

F-----RW ----Kode Pos -------- 

3 Nomoc Tdcp:m 

4 NPWlm f tdentitas dipersamaJ:an 

5 Jen.is Rdribusi 
�-·--···----···--···-··------------------·---··-·-----·------·-·--···--·---··-·----- 

6 Na.ma Ob_i,,k Retribusi 

7 J\lamal Objel( R<!tiwUsl 
-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 
9 Tuhun Retribusi ------------------------------------------- 10 Jatuh Tempo Pcmbayaran 

PERHITUlfGAlf RETR!llUSI 

PERDA/PASAL/AYNr TARIF RETRIBUSL 
1..11\:sAl( 

PENGENMN 
RETRIBUSI 

BESAR POKOK RETRIBUSI 

n. Jumlah Pokok Retnbusi 

b. Jumlah Kr<dil/Retribusi Telah Dibayar 

c·. Jumlah Kelebihan Membeyar Pokok R<:triblni fb-a) 

Terbilang 

2 3 4 

RP. Im. 

-- Apabila kcliebihan pcmbayaran polrook Rctribusi tidak dikcmbalikan kepada Wajib Retnbusi mclcwati tanggal 
···························································· , maka Wajib Retribusi bcrbak ams bungan scbcsar 2 % per bulan. 

Attia Makmuc, 

rotmnlir ini bt1kan sarana untuk ��---� 
Daerah. 

Catatan: 
i...-ar i.....1 Putih Un-Objek.......,,,.. 
Lembru: k&-2 M<!<ah Untuk Bendabara r.omma 
Leml>w- !<&a Kuning Unruk BIJ'ENDA 
Lembar - HJjau UntukAnlp 

� Om.as Kom,mikasi d:m. luJmmatik:a 
Kabupatcn Benglrulu Utam 

··················································· 
NIP . 

BUPATI BENGKlJW trrARA, 

ttd 
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